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ABSTRACT

Land is an essential resource with significant economic, social, and legal
value; therefore, an orderly land administration system is required to ensure legal
certainty of land rights. In the land registration process, not only is a land
certificate issued as evidence of ownership, but land archives (warkah pertanahan)
are also produced, containing physical and juridical data that serve as the basis
for the issuance of land rights. These archives play an important role in resolving
land disputes because they provide evidence of the history of land ownership and
administrative procedures. This study aims to analyze the legal framework
governing land archives as legal evidence, examine their management and
utilization in land dispute resolution at the East Lampung Land Office, identify the
constraints encountered, and formulate strategies for optimizing their management.
This research employed an empirical legal method using a descriptive qualitative
approach. Data were collected through observation, interviews with authorized
informants, and document analysis of laws, regulations, and other relevant
documents. The findings indicate that land archives constitute important
administrative records serving as the primary evidence supporting the legality of
land rights issuance in dispute resolution. Although their management and
utilization have generally complied with existing regulations, they have not yet been
fully optimized due to technical, administrative, juridical, human resource, and
infrastructure  constraints. Therefore, accelerating archive digitization,
strengthening administrative management systems, improving human resource
capacity, providing adequate supporting facilities, and reinforcing the legal
framework are necessary to enhance the effectiveness of land archives in
supporting land dispute resolution and ensuring legal certainty.

Keywords: land archives, legal evidence, land disputes, legal certainty,
digitization.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Tanah memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia.
Hal ini dikarenakan tanah bukan hanya tentang kebutuhan untuk hunian
namun keberadaan tanah menjadi faktor pendukung dari pertumbuhan
segala aspek kehidupan manusia baik ekonomi, sosial, politik maupun
budaya (Ramadhani, 2021). Pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau disebut Undang-
Undang Pokok Agaria (UUPA) telah diatur pemanfaatan tanah berdasarkan
hak-hak yang ada (Aisah et al., 2023). Banyaknya kepentingan akan tanah
ini sehingga membutuhkan kepastian hukum. Negara berkewajiban untuk
menjamin kepastian hukum atas penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan
pemanfaatan tanah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Jaminan kepastian hukum dapat diwujudkan dengan melakukan
pendaftaran tanah, pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyelenggarakan
pendaftaran tanah sebagaimana diamanatkan dalam UUPA. Berdasarkan
peraturan tersebut, setelah dilakukan proses pendaftaran tanah para
pemegang hak atas tanah dapat membuktikan hak atas tanah yang
dikuasainya (Styadji et al.,, 2020). Proses pendaftaran tanah akan
menghasilkan sertipikat sebagai bukti hak bagi pemegang hak atas tanah.
Menurut Peraturan Pemerintah  Nomor 24 Tahun 1997, sertipikat
merupakan dokumen yang didalamnya berisi informasi data fisik dan data
yuridis dari bidang tanah yang didaftarkan. Selain sertipikat terdapat
dokumen lain yang diperoleh dari proses pendaftaran tanah yaitu warkah
pertanahan. Warkah pertanahan ialah dokumen pertanahan yang berasal dari
kegiatan pendaftaran tanah baik dalam pendaftaran tanah pertama kali
maupun pemeliharaan data pendaftaran tanah yang mana isinya memuat

data fisik maupun data yuridis (Anggraini & Muryono, 2021).



Sengketa pertanahan di Indonesia menjadi persoalan yang sangat
penting. Permasalahan sengketa pertanahan tidak hanya dipicu oleh
perselisihan mengenai kepemilikan hak atas tanah, tetapi juga dapat timbul
akibat persoalan administratif. Permasalahan tersebut antara lain berupa
terjadinya tumpang tindih sertipikat, adanya cacat dalam prosedur
pendaftaran tanah, serta ketidaksesuaian antara data fisik dan data yuridis
yang tersimpan di kantor pertanahan (Hanisa et al., 2025). Penyelesaian
sengketa pertanahan memerlukan dukungan alat bukti yang memadai untuk
memperkuat dalil atau keterangan yang diajukan oleh para pihak yang
berselisih. Dalam proses tersebut, pembuktian menjadi unsur yang sangat
penting karena berfungsi sebagai dasar dalam menentukan keabsahan suatu
hak atas tanah. Alat bukti yang dapat digunakan untuk pembuktian adalah
dokumen arsip yang tersimpan di kantor pertanahan (Chairani et al., 2020).

Sertipikat hak atas tanah secara normatif diakui sebagai alat bukti
yang kuat dalam hukum pertanahan di Indonesia, namun hakim sering
menilai bukti lain yang relevan dalam proses verifikasi fakta litigasi ketika
terjadi sengketa pertanahan (Aryatie et al., 2022). Pada saat melakukan
pendaftaran tanah terdapat dasar penerbitan sertipikat yang tersimpan dalam
warkah pertanahan, yang mana merupakan kumpulan dokumen
administratif dan yuridis yang memuat data fisik dan data yuridis bidang
tanah serta menjadi dasar pendaftaran hak atas tanah (Ombudsman R,
2023). Warkah pertanahan dianggap sebagai arsip primer yang berisi semua
bukti proses pendaftaran, seperti identitas pemohon, bukti perolehan hak,
surat ukur, dan dokumen pendukung lainnya yang diperlukan untuk
menelusuri riwayat hak dan memastikan prosedur penerbitan telah
memenuhi ketentuan peraturan pendaftaran tanah (Prabajati et al., 2025),
hal tersebut menunjukan warkah pertanahan merupakan dokumen yang
sangat penting untuk menelusuri riwayat hak dan proses penerbitan
sertipikat, terutama ketika terjadi sengketa tanah.

Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur merupakan instansi

pelaksana dan penyelesaian sengketa pertanahan di wilayah tersebut yang



bertugas melakukan pengukuran, pemetaan, serta pembukuan informasi
pertanahan untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah. Sengketa
tanah di Kabupaten Lampung Timur menunjukan kompleksitas yang tinggi,
terdapat ratusan sertipikat tanah yang dilakukan pemblokiran dalam kasus
sengketa yang mengakibatkan dokumen dasar penerbitan sertipikat
termasuk warkah diserahkan kepada aparat penegak hukum sebagai bagian
dari penyelesaian sengketa. Fenomena ini menunjukkan bahwa selain
sertipikat, dokumen warkah memiliki peran penting dalam proses
pembuktian, terutama ketika persoalan berkaitan dengan keabsahan
prosedur administrasi pertanahan hingga penegakan hukum.

Praktik penyelesaian sengketa pertanahan di Lampung Timur
menunjukkan keterlibatan berbagai upaya mediasi dan mekanisme informal
antara masyarakat dan pemerintah setempat sebagai langkah awal
penyelesaian konflik. Penyelesaian melalui mediasi dan proses hukum
membutuhkan verifikasi dokumen administrasi lengkap termasuk warkah
sebagai dasar prosedur pendaftaran, terutama ketika sengketa tidak dapat
diselesaikan secara damai. Hal ini menunjukkan perlunya pengelolaan
warkah yang tertib, terstandarisasi, dan mudah diakses agar dapat
mendukung proses pembuktian yang efektif di segala jalur penyelesaian
sengketa.

Berdasarkan uraian latar belakang, dengan adanya temuan kondisi
tersebut menarik untuk diteliti, apakah pengelolaan dan pemanfaatan
warkah di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur memiliki
implikasi signifikan terhadap efektivitas penyelesaian sengketa yang
melibatkan data pertanahan. Untuk itu tujuan dari penelitian ini adalah guna
mengetahui sejauh mana sistem pengelolaan warkah telah mendukung
penyelesaian sengketa secara prosedural dan tantangan apa saja yang masih
perlu diatasi. Fokus penelitian ini menempatkan warkah sebagai elemen
sentral dalam pembuktian hukum, yang belum secara utuh mendapat
perhatian dalam kajian ilmiah sebelumnya. Maka dari itu, peneliti terdorong

melakukan penelitian dengan judul ”Optimalisasi Warkah Pertanahan



Sebagai Alat Bukti Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di

Kabupaten Lampung Timur”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka disusunlah

rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai warkah pertanahan sebagai
alat bukti hukum dalam penyelesaian sengketa tanah berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku?

2. Bagaimana kondisi pengelolaan dan pemanfaatan warkah pertanahan
dalam mendukung proses penyelesaian sengketa di Kantor Pertanahan
Kabupaten Lampung Timur?

3. Apakendala yang dihadapi dalam pengelolaan dan pemanfaatan warkah
pertanahan sebagai alat bukti hukum dalam penyelesaian sengketa di
Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur?

4. Bagaimana upaya optimalisasi pengelolaan warkah pertanahan agar
lebih efektif dalam mendukung penyelesaian sengketa dan menjamin
kepastian hukum?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian

Secara garis besar penelitian ini bertujuan untuk :

a. Untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai warkah pertanahan
sebagai alat bukti hukum dalam penyelesaian sengketa tanah
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Untuk Mengkaji kondisi pengelolaan dan pemanfaatan warkah
pertanahan dalam praktik penyelesaian sengketa di Kantor
Pertanahan Kabupaten Lampung Timur.

c. Untuk Mengidentifikasi kendala yang mempengaruhi efektivitas
warkah pertanahan sebagai alat bukti hukum.



d. Untuk Merumuskan rekomendasi optimalisasi pengelolaan warkah

pertanahan guna meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa

dan kepastian hukum.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara

akademis maupun praktis, adapun manfaatnya yaitu :

a. Akademis

1)

2)

Penelitian ini diharapkan mampu untuk memeberikan wawasan
dan berkontribusi sebagai sumber pengetahuan bagi masyarakat
hingga pemerintah, khususnya mengenai peran warkah sebagai
instrumen pembuktian hukum dalam penyelesaian sengketa.

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi dan bahan
perbandingan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang akan
mengkaji isu serupa yaitu mengenai pengembangan sistem
pengelolaan arsip pertanahan dan peranya dalam sebagai alat

bukti penyelesaian sengketa.

b. Praktis

1)

2)

Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan
manfaat bagi instansi terkait yaitu Kementrian Agraria dan
Tataruang/Badan Pertanahan Nasional sebagai bahan evaluasi
dan masukan dalam optimalaisasi pengelolaan serta
pemanfaatan warkah pertanahan.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan
bagi aparat penegak hukum dan pihak-pihak yang terlibat dalam
penyelesaian sengketa pertanahan dalam menilai kedudukan dan
kekuatan pembuktian melalui warkah pertanahan.



BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian mengenai Optimalisasi Warkah Pertanahan

sebagai Alat Bukti Hukum dalam Penyelesaian Sengketa di Kantor
Pertanahan Kabupaten Lampung Timur, dapat ditarik beberapa kesimpulan

sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum mengenai warkah pertanahan sebagai alat bukti
hukum dalam penyelesaian sengketa tanah di Indonesia belum diatur
secara eksplisit dalam satu peraturan perundang-undangan yang secara
tegas menyatakan bahwa warkah merupakan alat bukti hukum yang
berdiri sendiri. Namun demikian, kedudukan hukum warkah dapat
dipahami melalui berbagai ketentuan yang saling berkaitan, yaitu Pasal
19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, Peraturan Menteri
Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3
Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan
Pendaftaran Tanah, serta Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020
tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Berdasarkan
ketentuan tersebut, warkah memiliki kedudukan sebagai dokumen
administrasi pertanahan yang memuat data fisik dan data yuridis yang
menjadi dasar penerbitan hak atas tanah. Dalam penyelesaian sengketa,
warkah mempunyai nilai pembuktian administratif karena mampu
menjelaskan riwayat hukum suatu bidang tanah dan digunakan sebagai
dasar penelitian terhadap legalitas penerbitan sertipikat. Jika dilihat
kedudukannya sebagai alat bukti yaitu Warkah Manual dapat diterima
sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat karena merupakan

dokumen tertulis asli yang memiliki kekuatan hukum, sedangkan
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warkah Alih Media dapat digunakan sebagai alat bukti namun harus
menyertakan warkah aslinya, dan Warkah Elektronik dapat digunakan
sebagai alat bukti dan memenuhi syarat sebagai bukti elektronik apabila
seluruh proses pendaftaran dilakukan secara elektronik.

Pengelolaan dan pemanfaatan warkah pertanahan di Kantor Pertanahan
Kabupaten Lampung Timur pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku melalui kegiatan penyimpanan,
pemeliharaan, penelusuran, dan peminjaman arsip meskipun belum
optimal dan masih memeiliki beberapa kendala. Sedangkan,
pemanfaatan warkah pertanahan adalah untuk peningkatan kualitas data
sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang
Pendaftaran Tanah. Dari segi penyelesaian sengketa warkah
dimanfaatkan sebagai alat bukti terutama pada tahap penelitian dalam
proses penanganan sengketa untuk memverifikasi data fisik, data
yuridis, riwayat hak, serta prosedur penerbitan sertipikat. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa warkah memegang peranan yang sangat
penting sebagai dasar pembuktian administratif karena memuat
informasi yang menjadi acuan utama dalam menilai keabsahan suatu
hak atas tanah. Namun demikian, proses digitalisasi warkah masih
dilaksanakan secara bertahap sehingga pemanfaatannya dalam praktik
hingga saat ini masih didominasi oleh penggunaan arsip dalam bentuk
fisik.

Pemanfaatan warkah pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten
Lampung Timur masih menghadapi berbagai kendala yang mencakup
aspek teknis, administratif, yuridis, serta sumber daya manusia dan
sarana prasarana. Dari aspek teknis, kendala yang ditemui meliputi

lamanya proses penelusuran arsip, terbatasnya kapasitas ruang
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penyimpanan, serta menurunnya kondisi fisik sebagian warkah akibat
faktor usia dan intensitas penggunaan. Pada aspek administratif, sistem
peminjaman dan pengendalian arsip belum sepenuhnya menerapkan
teknologi berbasis elektronik sehingga pengawasan terhadap sirkulasi
dokumen masih belum optimal. Dari aspek yuridis, belum adanya
pengaturan yang secara khusus dan tegas mengenai kedudukan warkah
sebagai alat bukti hukum mengakibatkan pemanfaatannya dalam proses
pembuktian masih bergantung pada kebutuhan dan karakteristik setiap
perkara. Sementara itu, dari aspek sumber daya manusia dan sarana
prasarana, masih diperlukan peningkatan kompetensi petugas melalui
pendidikan dan pelatihan, penambahan jumlah tenaga pengelola arsip,
percepatan pelaksanaan digitalisasi warkah, serta penyediaan fasilitas
pendukung yang memadai, seperti aloum warkah, ruang penyimpanan
arsip, komputer, dan perangkat pemindai (scanner), guna meningkatkan
efektivitas pengelolaan serta pemanfaatan warkah dalam mendukung
penyelesaian sengketa pertanahan.

4. Strategi optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan warkah pertanahan
perlu dilakukan melalui percepatan digitalisasi arsip, penguatan sistem
administrasi pengelolaan warkah, peningkatan kualitas sumber daya
manusia, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta
pengembangan sistem informasi pertanahan Yyang terintegrasi.
Optimalisasi tersebut akan meningkatkan efektivitas pengelolaan arsip,
mempercepat proses pencarian dokumen, memperkuat fungsi warkah
sebagai dasar pembuktian administrasi, serta mendukung penyelesaian
sengketa pertanahan secara lebih cepat, objektif, dan memberikan

kepastian hukum bagi masyarakat.

B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan beberapa saran sebagai

berikut:
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1. Kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur, perlu dilakukan
percepatan digitalisasi seluruh warkah pertanahan serta pengembangan
sistem pengelolaan dan peminjaman arsip berbasis elektronik agar
proses pencarian, pengawasan, dan pemanfaatan warkah dapat
dilakukan secara lebih cepat, efektif, dan akuntabel. Selain itu, perlu
dilakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui
pendidikan dan pelatihan mengenai pengelolaan arsip digital serta
penyediaan sarana pendukung yang memadai untuk menjaga keamanan
dan keberlanjutan arsip pertanahan.

2. Kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional, perlu dilakukan penguatan regulasi mengenai kedudukan dan
kekuatan pembuktian warkah pertanahan dalam penyelesaian sengketa
tanah. Pengaturan yang lebih komprehensif akan memberikan kepastian
hukum mengenai fungsi warkah sebagai dokumen administrasi yang
memiliki nilai pembuktian serta menjadi pedoman bagi seluruh Kantor
Pertanahan dalam pengelolaan dan pemanfaatannya.

3. Kepada para pihak yang menangani penyelesaian sengketa pertanahan,
baik di lingkungan Kantor Pertanahan maupun lembaga peradilan,
diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan warkah sebagai salah
satu dasar pembuktian untuk menelusuri riwayat administrasi suatu
bidang tanah sehingga penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara
lebih objektif, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi para
pihak.

4. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan
penelitian mengenai pemanfaatan warkah elektronik, -efektivitas
implementasi digitalisasi dokumen pertanahan, maupun kekuatan
pembuktian dokumen elektronik dalam penyelesaian sengketa
pertanahan sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap
pengembangan ilmu hukum agraria dan administrasi pertanahan di

Indonesia.
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